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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA 

BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA 

NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN 

ATAU TUNJANGAN 

 

 

I. UMUM 

 

Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) telah membawa 

implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengambil 

kebijakan pengamanan sosial, dengan merealokasi anggaran (refocusing) 

pada penanganan penyebaran COVID-19 beserta dampak sosial 

ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan 

memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada masyarakat agar 

terjaga daya belinya. 

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas 

kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan 

Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, merupakan salah satu 

stimulus fiskal dalam upaya pemerintah menjaga daya beli dalam 

pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, 

Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan, 

disaat pandemik COVID-19. 

www.peraturan.go.id



No. 6545 -2- 

Selain itu, pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan 

ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk 

penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai 

non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dalam mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan 

ketiga belas tahun 2020 diberikan paling banyak sebesar gaji pokok, 

tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga, (tanpa tunjangan kinerja dan 

yang sejenisnya) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara 

atau kemampuan keuangan daerah.  Namun demikian, bagi PNS, Prajurit 

TNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, Penerima Pensiun atau Tunjangan, 

Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada semua badan peradilan, Staf Khusus di 

Lingkungan Kementerian, Hakim ad hoc, pimpinan atau pegawai non-PNS 

pada LNS, LPP, atau BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS 

yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan 

salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota 

POLRI, Pegawai non-PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan tersebut 

juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan 

janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Gaji, Pensiun, 

Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sekaligus Pensiun  ketiga belas 

sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan ketiga belas 

sebagai Penerima Tunjangan janda/duda. 

Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas kepada Pegawai non-

PNS  meliputi Pimpinan atau Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, 

dan Pejabat atau Pegawai lainnya non-PNS, dengan memperhatikan paling 

banyak sebesar Gaji dan Tunjangan ketiga belas yang diberikan kepada 

PNS pada jenjang jabatan yang setara, mengacu pada kedudukan jabatan, 

tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan.  

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk 

memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Gaji, Pensiun, 

Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas kepada PNS, Prajurit TNI, 

Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “Pimpinan LNS” adalah pejabat yang 

menduduki jabatan sebagai Komisioner, jabatan Pimpinan 

Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, atau 

jabatan yang disetarakan atau setingkat dengan jabatan 

Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau jabatan 

Pengawas. 

Yang dimaksud dengan “Pimpinan LPP” adalah pejabat yang 

menduduki jabatan sebagai Dewan Pengawas, Dewan Direksi, 

jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan 

Pengawas, atau jabatan yang disetarakan atau setingkat 

dengan jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau 

jabatan Pengawas. 

Yang dimaksud dengan “Pimpinan BLU” adalah pejabat yang 
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